
BUPATIKAUR 
PROVINS! BENGKULU 

NOMOR : 03 TAHUN 2017 

PERlJBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2016 

PERATURANBUPATIKAUR 

Menimbang 

Mengingat 

TENTANG 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana 
menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 06 Tahun 
2016 tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma, 
dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266j; 

3 . Unda.ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

. .. . . Pemer.intah. Daerah. (L.cmbaran. Negara .Rep.ublik .Indonesia . 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 4437); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 teritang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 

6. Peratu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peratu.ran Pelaksanaan Undang:_undang Nomor 6 Tahun 

2014 ten tang Desa (Lembaran -Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

11 . Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 

Tanggal 9 Desember 2016 tentang Pembentukan dan 

susunan perangkat daerah, Kabupaten Kaur (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237); 



•. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG TATA 
CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA 

Pasall 

Ketentuan Pasal I angka 4 dan 5 di ubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur; 
3. Bupati adalah Bupati Kaur; 
4 . Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Kaur; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Kaur; 
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur; 
7. lnspektur adalah lnspektur Daerah Kabupaten Kaur; 
8. Camat, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di wilyah 

Kabupaten Kaur; 
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan 
Republik Indonesia; 

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan 
Desa maupun Peraturan Kepala Desa; 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) adalah 
Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa; 

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 

1 7. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 
PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa; 



' ' . 
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 

Desa dalam memberdayakan masyarakat; 

19. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 

Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui 

Penyedia Barang/ Jasa; 

20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang 

menyediakan barang/ jasa; 

21. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya 

direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh tim pengelola 

kegiatan; 
22. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 

disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat 

Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga 

Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/ Jasa. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap or~~ . dapat mengetahuinnya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati 1m dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal : I/ Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH, 

~A~ Nn~ 

NANDAR MUNADI. S.Sos, M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19690127 199003 1 004 

Ditetapkan di Bintuhan 

pada tanggal II Januari 2017 

DERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017 NOMOR: YJZ 


